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Daftar Dokumen/Data Yang Disampaikan Oleh Bank indonesia/
Bank Pemohon FPD Melalui Bank indonesia Kepada Sokretariat KSSK

Dokumen/Data yang disampalkan Bank Indonesia

1. | Surat mengenai permintaan Rapat KSSK untuk penanganan bank bermasalah
yang ditengarai berdampak sistemik.

2. | Rekomendasi mengenai adanya kesulitan likuiditas bank yang berdampak
sistemik disertai data-data pendukungnya.

3. |Laporan mengenai tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi
permasalahan kesulitan likuiditas oleh bank sebagaimana diminta oleh Bank
Indonesia sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang tentang
Bank Indonesia dan Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang
tentang Perbankan Syariah.

'4. Pernyataan bahwa bank masih memenuhi kriteria solvabilitas sesuai ketentuan
Bank Indonesia disertai data-data pendukungnya (bank memiliki rasio Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum positif).

5. | Rekomendasi pemberian FPD kepada bank bermasalah.

6. | Rekomendasi mengenai pagu FPD disertai data-data pendukungnya.

7. | Rekomendasi mengenai jangka waktu FPD disertai data-data pendukungnya.
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Rekomendasi mengenai suku bunga FPD disertai data-data pendukungnya.
Daftar aset yang dijadikan jaminan FPD.
10. | Pemyataan bahwa bank berbadan hukum Indonesia.

11. | Surat Permohonan FPD yang disampaikan bank bermasalah kepada Bank
Indonesia.

12. | Rencana penanganan bank yang akan dilakukan Bank Indonesia paska
pemberian FPD, antara lain: '

a. Pengambilalihan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) untuk mengganti sebagian atau seluruh direksi dan komisaris bank;

b. Penempatan pihak yang mewakili Bank Indonesia sebagai direksi dan/atau
komisaris bank sampai dengan FPD dilunasi;

c. Pelaksanaan kewenangan lainnya yang diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

d. Larangan bank penerima FPD membagikan dividen dan manfaat finansial
lainnya kepada pemegang saham sebejum bank melunasi FPD.

Dokumen/Data yang disampaikan oleh Bank Pemohon FPD melalui Bank Indonesia

1. | Surat Permohonan untuk memperoleh FPD.
2. | Bukti bahwa bank berbadan hukum Indonesia.

3. | Surat Pemyataan dari pengurus bank bahwa bank telah mencari sumber dana
lain sebelum mengajukan FPD.

4. | Dokumen yang mendukung jumiah kebutuhan FPD.
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Daftar aset yang akan dijadikan aghnen beserta nilal taksiran sementara dap
dokumen asli bukti kepemiiikan, yang akan diikutt dengan pemasangan hak
tanggungan, gadai, atau jaminan fldusia. :

Surat Pemyataan Kesanggupan Pemegang Saham Pengendali dan atau
pengurus bank untuk menyerahkan tambahan aset yang akan dlagunkan
kepada Pemerintah dalam hal bank tidak dapat melunasi FPD yang dibuat
dihadapan notaris. :

Surat Pemnyataan ‘Kesanggupan dari Pemegang Sahani Pengendali untuk { -
menyerahkan kewenangan RUPS. ‘

Surat Kesanggupan untuk menerbitkan Personal Guarantee dan/atau Corporate
Guarantee dari Pemegang Saham Pengendall dan atau pengurus bank yang
dibuat di hadapan notaris, dan dilamplri daftar aset.

Surat Pemyataan Kesanggupan Pemegang Saham Pengendali dan pengurus
bank untuk membayar kemball FPD yang dibuat di hadapan.notans.‘

10.

Surat Penyataan kesedlaan Pemegang Saham Pengendali dan pengurus bank
bermasalah untuk melakukan tindakan yang diperintahkan oleh Bank Indonesia
yang dibuat di hadapan notaris.

1.

'| pengembalian FPD yang disampalkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah

Action plan untuk menyelesaikan masalah llkuiditas serta menyusun rencana

realisasi FPD.
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